BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.357, 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN. Jaminan. Subsidi
Bunga. Percepatan Penyediaan Air Minum

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91/PMK.011/2011

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 229/PMK.01/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH
PUSAT DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa untuk efektivitas pengelolaan kewajiban
kontinjensi Keuangan Negara atas pemberian jaminan
dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka
percepatan penyediaan air minum, perlu mengubah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan
Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka
Percepatan Penyediaan Air Minum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetgpkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga
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Mengingat

M enetapkan

Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan
Penyediaan Air Minum;

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan
Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka
Percepatan Penyediaan Air Minum;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 229/PMK.01/2009 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN
DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR
MINUM.

Pasdl |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor
229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan
Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan
Air Minum diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah, serta angka 14 dihapus,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Jaminan Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan
yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Bank Pemberi Kredit
sehubungan dengan pembayaran kembali pokok kredit investass PDAM
yang telah jatuh tempo sebesar 70% (tujuh puluh persen).

2. Subsidi Bunga adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat
terhadap bunga atas kredit investas yang disalurkan bank kepada

PDAM.

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyel enggara Pemerintahan Daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disebut PDAM, adalah unit
pengelola dan pelayanan ar minum kepada masyarakat milik
Pemerintah Daerah.

Bank adalah bank sebagamana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Perbankan.

Kredit Investas adalah kredit jangka menengah atau panjang yang
diberikan oleh perbankan kepada PDAM untuk membiayal barang-
barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisas, perluasan, atau
pendirian proyek baru yang pelunasannya berasal dari hasil usaha
dengan barang-barang modal yang dibiayai.

Bank Pemberi Kredit adalah bank yang memberikan kredit investasi
kepada PDAM dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Perjanjian Kredit adalah perjanjian kredit investas antara Bank Pemberi
Kredit dengan PDAM.

Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian pinjaman antara Pemerintah Pusat
dengan PDAM atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009.

Perjanjian Induk (Umbrella Agreement) adalah perjanjian yang
dilakukan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan PDAM
sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2009.

Dana Alokass Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanal
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisas.

Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan
angka persentase untuk mendana kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

Dihapus.

Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan
uang negara yang ditentukan olen Menteri Keuangan selaku Bendahara
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Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan
membayar seluruh pengeluaran negara.

16. Komite Verifikas, selanjutnya disebut Komite, adalah Komite yang
bertugas melakukan verifikas terhadap permohonan PDAM dalam
rangka mendapatkan Jaminan dan Subsidi Bunga kepada Menteri
Keuangan.

17. Kondis Gagal Bayar PDAM, selanjutnya disebut Gagal Bayar, adalah
keadaan dimana PDAM tidak dapat membayar sebagian atau seluruh
pokok kredit investasi kepada Bank Pemberi Kredit pada saat jatuh
tempo sebagaimanadiatur dalam Perjanjian Kredit.

18. Perjanjian Kerjasama Pendanaan, selanjutnya disebut PKP, adalah
Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum yang mewakili Pemerintah Pusat dengan
Bank Pemberi Kredit mengenai penyediaan pendanaan, penyaluran,
persyaratan, penatausahaan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh
kedua belah pihak.

19. Bl Rate adalah suku bunga yang diumumkan oleh Bank Indonesia
secara periodik.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagal
berikut:

Pasal 2

(1) Jaminan atas pembayaran kembali kredit investass PDAM kepada Bank
Pemberi Kredit yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah
pokok kredit investas yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya
sebesar 30% (tiga puluh persen) menjadi risiko Bank Pemberi Kredit.

(2) Subsidi Bunga diberikan kepada PDAM sebesar selish antara Bl rate
dengan bunga kredit investasi yang disepakati oleh Bank Pemberi Kredit
dan PDAM, paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

(3) Jaminan dan Subsidi Bunga diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit.
Pasal 11
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 20 Juni 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUSD.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 20 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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